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Emil Safim menycbutkan tiga kelompok permasalahan ekologi perkotaan pada

umamnya, yaitn:*

. Kependndukau, yang mencakup segi-segi jumiah (kuantitas) penduduk. Jaju pertumbuban
penduduk secara alamiah akibat perbedaan tingkat kelahisan dengan tingkat kematian,
pertantbahian penduduk akibat urbanisasi, imigrasi dari [uar negeri atau transmigrasi
antardacrah, komposisi penduduk menurut usia, lapangan kerja, etnis, agama, tingkat
pendidikan, dan sebagainya. Dari segi kualitas penduduk. tercermin pada tingkat
produktivitisnya, tingkat keterampilan, pendidikan, daya kreativitas, tingkat kriminalitas,

dan sebagainya.
Mucain kegiatan yang dilaksanakan, seperti kegiatan mengbasifkan produksi primer,

misalnya hasil pertanian dan pertambangan, kegiatan mengolah sumber daya alam
menjadi bahan mentah, kegiatan menghasilkan produksi tersier yang menghasilkan jasa.
3, Ruang tempat lokasi kegiatan itu berlangsung, yang terbagi atas zona-zona, seperti zona
pemukiman, zona perdagangan, zona industri, dan fain-lain lokasi bagi pengelompokan

kegiatan tertentu,

Jika diperhatikan secara saksama, jelas bahwa semua masalah ekologi perkotaan
bersingpungan secara langsung atau tidak langsung dengan hukum. Dikatakan demikian,
karena ketiga masalah tersebut membawa potensi konflik antarkepentingan yang sangat
tinggi, dan hukum (dalam arti norma) merupakan pranata yang dibuat untuk mencegah

dan mengatasi konflik antarkepentingan manusia

Masalah kependudukan saling berkaitan erat dengan masalah aktivitas dun ruang yang
tersedia. Jumlah penduduk yang besar menuntut dinamika yang tinggi, dan selanjutnya

dinamika yang tinggi menuntut ruang yang luas.

Ketiga masalah pokok ekologi perkotaan tersebut, dengan demikian, mencakup areal
permasalahan konkret yang sangat Juas dan kompleks, Aspek hukum dari permasalahan
tersebut juga berada dalam bidang yang beraneka ragam, yang semuanya termasuk dalam
materi bahasan hukum lingkungan, mulai dari aspek hukum administrasi (misélnya

5 ibid,
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pencatatan penduduk yang menctap dan nnsiman), hukum kelenagakerjoan dan
perburnban (misalnya penertiban pekerja seklor informal), hukum transportasi (misalnya
penyedian alat angkat massal yang cepat, murah, dan aman), pernmahan (misalnya
pembangnnan rumah sangat sederhana di daerah pinggiran kota), hukum pertanahan
(nisalnya penertiban kawasan hunjan liar di sepanjang sungai atau rel kereta api), hukum
keschatan (misalnya penyediaan fasilitas pengobatan yang memadai), dan hukum
perindustriun (misalnya pengaturan ambang batas buangan limbah pabrik). Semua bidang
hukwm tersebut sesungguhnya baru merupakan sehagian keeil dari roang lingkup hukum
lingkungan. Hukum lingkungan telah berkembang menjadi sistem hukum tersendiri
(scbagai snbsistem dari sistem hukum nasional) yang membutuhkan bantuan dan
pemahiaman yang multidisipliner.

HI. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Telah disinggung di muka, bahwa pranata hukum (tidak saja norma hukum) dibentuk
untuk mencegah dan mengatasi konflik antarkepentingan manusia. Pranata hukum,
khususnya norma hukum, biasanya akan bersifat pasif selama tidak terjadi peristiwa
konkret yung mengandung konflik antarkepentingan itu. Dengan demikian, konflik itu
merupakan aktivator bagi pranata hukum, khususnya norma hukum. Terjadinya konflik

menuntut agar pranata hukum dijalankan dengan semestinya, Inilah yang dimaksud dengan
penegakan hukum.® -

Penegakan hukum lingkungan menuntut agar kepentingan musing-mu'sing pihak
dalam konflik tersebut ditempatkan pada proporsinys menurut norma hukum yang berlaku,
Upaya untuk menempatkan kembali kepentingan .masing-masing pihak ini dapat
berlangsung secara formal dan informal dengan gradasi yang berbeda.

Lembaga konvensional dan formal dalam upaya pe'negukan hukum ini adalah lembaga
peradilan, Dari empat lingkungan yang dikenal di Indonesia, peradilan umum dan peradilan
tata usaha negara merupakan dua lingkungan peradilan yang p'llmg Sering menerima
pengajuan sengketa ]mgkungan hidup.?

8 Disini pengertian “penegakan hukum” dibedakan dengan pengertian “pelembagaan hukum”.

Dengan demikian upaya untuk mengadakan penyuluhan kepada masyarakal, misalaya, tidak
termasuk dalam pengertian “penegakan hukum” karena pada saat itu biasanya betum tegjadi konflik
anlarkepentingan, |

Dua lingkungan peradilan yang lain adualah peradilan agama dan peradilan militer,
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»  Keombamm ini ternyakt menjadi [enomeni yiang dapil djumpai di herbagut negara, Di Korea
Selatan, ralu-rl perkarz ying masuk ke pengadilun baru dipit diselesaikan antara 5-7 tahun,
seciingkan di Jepang aniara 10-15 tahun, dan di Indoncsin anlara 7-12 tabun. Lihat: M, Yahya
Hurahap, “Alternalive Dispule Resolulion (ADR) Merupukan Jaswabun Penyelesaian Sengeketa
Pesdagangan Inlernasional Masa Depan,” Makalaf, dihawakan dalam Lokakarya Arbitrase Daganz
Inemnasional, disclenggarakan oleh ELIPS Project dan Fukultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta,

24 April 1995, him. [2,
v Sebagai gambaran, besarnyn biaya untuk pengacara snja di Amerika Serikat berkisar antara USS
35.250 per jam. Libal: fbid., him. 14. Di sejumluh kantor pengicara terkemuka di Indonesia,
hesarnya biaya sudah menyamai larif di Amerika Serkal. Mengenai mahulnya lembaga peradilan
ini {lidak hanya spesifik di Amerika Serikal} diuraikan secara menarik dan panjang lebar dalam:
Richard A. Posner, The Economics of Justice, Cambrdige: Harvard University Press, 1981,

W Iglilah lersebut dilerjemahkan dari terminclogi bahasa Inggris hukum: “fiability based on faulf”.

4 Pposal 1234 menyatakan: “Penggantian biaya, rugi dan bungi karena lak dipenuhinya suatu perikatan,
barulah mulai diwajibkan, apubila si herutang, seielah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya,
telap melalaikannya, atiu jika sesualu yang harus diberikan alau dibuatnya hanya dapat diberikan
lamu dibunl dalam tenggang waklu yang 1elzh dilampiukinnya.” Adnpun Pasal 1365 menegaskan:
"Tiap perbualan melanggar hukum, yang membawi Kerugian kepada seorang lain, mew:jibkan
Erang yang karerlm salihnya menerbilkan kerugian ilu, mengginli keruginn tersebut.” Berkenaan
;:f1n7apﬁi1§3klla; Puasitl .l 865 menyam.!fan: “Barangsiapn mengijukan perisli\.va-pcristiwa atas
horangsinme I:Z:r;-?'r:];-(:SUJIU'I-m'k'-dlw:l!lh'k:m membukiikin perisliwa-perisliwa ite; sebaliknya
i pcriéslliJwajI;Lrl;:l;:::‘;‘:Pe”SIIWa pembamahan hak orang lain, diwnjibkan juga
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i antara ketiga bentuk proses penyelesaian sengkets tersehnt (negosiasi, medigg;,
atakan merupakan pililian pertama karena dapat diterapkyy,
cecara Tuas dan biayanya lebih murah, ™ Elizabeth Plapinger ef al. mengartikan mediag;
1 sengketa yung leksibel dan liduk mengikat, dengyy,
(tidak memihak) — sebagai mediator — unyk
lesaiun persengketaan mereKa, Satu ciri utamy

adjudikast), mediasi dapat dik

schagal sualu proses penyelesaiar
bantuan pihak ketigi yang netral
memudahkan para pihak mencapal penyce
dari mediasi adalal kemampuannya untuk mengembangkun diskusi penyelesaian sengketa

yang tradisional dan memperluas pilihan-pilthan penyelesaian, bahkan seringkali mengatasi

isu-tsu hukum yang kontroversial."”

Jika dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang lain, mediasi memang

dapat dikatakun sebagai lembaga yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa

lingkungan di Indonesia. Ada beberapa alasan yang dapat mendukung pendapat ini,

ak mensyaratkan pendirian suatu badan khusus yang resmi seperti

Pertama, mediasi tid
Selain itu, mediasi juga tiduk memerlukan suatu “aturan

yang berlaku nntuk arbitrase.
main” yang baku, misalnya yang dituangkan dalam format peraturan perundang-undangan

atau konvensi. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yung tidak formalistik.
Karakteristik demikian membuat masalah yang dapat diselesaikan melalui mediasi sangat

luas cakupannya, mulai dari sengketa rumah tangga, antartetanggd, perburuhan, sewa

menyewa, pertanahan, perdagangan, sampai pada sengketa di bidang lingkungan yang

kompleks.
Dengan meninggalkan formalitas hukum acara, sengketa lingkungan yang biasanya

rumit itu menjadi lebih sederhana. Para pihak langsung dihadapkan pada substansi

permasalahan mereka, tanpa perlu memikirkan apakah para pihak sudah memenuhi proses

beracara, seperti yurisdiksi hukum, kelengkapan dokumen, dan alat-alat bukti. Semua unsur

yang biasanya dituntut keberadaan dan kelengkapannya dalam litigasi dan arbitrase, bukan

menjadi unsur esensial dalam mediasi, Para pihak dapat menentukan sendiri proses

beracara di antara mereka, tanpa perlu terikat kepada syarat-syarat dalam hukum acara.

Alasan kedua adalah sifat proses perundingan yung. terarah tanpa terbebani oleh
perasaan akan kalah atau menang. Tugas medialorlah yang mengarahkan jalannya
perundingan itu. Ia antara lain berperan untuk: (1) mendorong pertukaran informasi

I8 Elizabeth Plapinger et af., (Eds.), Judge’s Desbook on Court ADR, Cambrigde: National ADR
Instilule for Federal Judges (Harvard Law School), November 12-13, 1993, him. 3.

Y Ibid,
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a para pihiak memju kepada kesepakatan.?' Kedndukan dan

nting, karena orientasi nil
any Proses penyelesaian sengketa ini. Orientasi nilai

y sesaina ninusii terscbut pada lembaga peradilan
ati oleh hakim dan arbiter, dan dalam mediasi ada pada mediator,
Hanya saja, hakint dan arbiter adalah figur ketiga yang ditunjuk secara formal dengan

cepali wewenang ying melckat padanya, rermasuk menentukan kepntusannya, sedangkan
tdak memiliki wewenang demikian. Mediator mengupayakan semangat

yang mungkin antik membaw
ai bundaya bangsa Indonesia

peranin mediator di sini sangdt n¢
merlukan fignr ketiga dal

sendiri me
2 dalam hubnngal

yang bersifat vertikal

dun arbitrase ditemp

mediator
musyawarah 1tk mencapai mufakal.
aratkannya suatu keahlian ilmu tertentu bagi

o

radilan dan arbitrase. Pada lembaga peradilan,
rsidangan membutuhkan pendapat ahli dari
saksi ahli untnk mengemukakan pandangan-
uk menjadi arbiter adalah ahli di bidang

Alasan keliga adalah tidak dipersy
mediator. Hal ini berbeda pada lembaga pe
hakim merupakan ahli hukunt. Apabila pe
disiplin ilmu Tain, hakim dapat mengijinkan

pandangannya. Pada arbitrase, yang diminta nnt
rertentu sesuai dengan sengketa yang sedang dihadapi. Keahlian yang dituntut dart seorang

mediator lebih pada kemampuannya mengatur jalannya proses pernndingan. Dalam hal
ini, tentu saja akan sangat membantu apabila mediator tersebut (kebetulan) juga memiliki
keahlian dalam bidang yang sedang dipersengketakan.

Faktor yang disebutkan di atas merupakan salah satu penyebab mediasi menjadi
alternatif penyelesaian sengketa yang lebih murah dibandingkan dengan adjudikasi.’Sudah
bukan rahasia lagi apabila pada arbitrase khususnya, sangat sukar untuk menunjuk arbiter
.yang menyediakan waktu penuh dalam penyelesaian suatu sengketa, Seringkali terjadi
Jalalnnya perundingan menjadi tertunda karena para pihak harus menyesuaikan denoar;
kfiSlbllkan para arbiternya, Demikian pula jika para arbiter itu masing-masing berdomiosili
di tempat atau negara yang berbeda, yang dengan sendirinya berimplikasi pada dana yang

harus dikeluarkan,

A o .
lasan keempat yang dapat dikatakan sebagai hal positif dalam mediasi adalah

21 f
Lihat: fbid., hlm. 1]6. i sity dicer;
osis el dUduLépﬁ?.pli)i:qillukdlcenlnkan contoh proses mediasi, mulai dari interior ruangan
) ara pihak, kata pembuka mediator, jalannya di -
para pibak merayaka apainye or. Jalannya dialog, sampai ps I
diperhatican agayr miiﬁfgg:}gﬁd k(.:scpnkatun tllxl:ngnn minm bersama. Sffmm l'ailorptr:ﬁ?eﬁkuim; )[fﬂ
diharapkan, asana yang kondusil bagi para pihak menuju ke arah kesepakatan 2'1;;

2 .
Lihat: Koentjarani b
: Koenljaraningrat, Ke M
grat, Kebudayaan, Mewialitas dan Pembangunan, Cet. 12, Jakarla: G d
! Cel. 12, Jukarta: Gramedia,

1985, him. 41, 68-72,
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koniposisi mediatomya yang Gda, larns Jebib slari sate arang. Pads arbitrase, biasartys
ditentukan arbiternya adi tiga ormig, Dua arbiter pertama dientukan oleh masing-masing
piiak, dlan arbiter ketiga ditmguk atas kesepakatan beesamia, Pada lembisga peradilan, para
pihak tidak mempinyai hak sama sekali imtuk mennjuk hakim yang akan memerikaa
perkiva mereka, Unink menghindari terlaly hanyak pihak yang terlibat dan pertimbangan
binya, pada mediasi bissanyanya hanya dinsinta saty orang sebagai meditor,

Alasau [ain yang juga tidak kalah pentingnya adalah, bahwa praktik “mediasi” ini
sesungguhnya sudah berjulan dengan baik dalam kebidupan masyarakat Indonesia,
sukalipun 1iduk secara kKlmsus disehut sehagai mediasi, Figur yang sering muncul sebagai
“mediator” biusanys adulah para ulama setempal yang discgani oleh para pibak. Contob
terakhir tentang peranan para ulama sehagai “mediator” adalah dalam sengketa tanzh
Jenggawah (Jemher) antara petani penggarap dan PTP XXVIL

Kareni bukan lagi sesuatu yang buru bagi masyarakat, tentu lembaga mediasi akan
lehih mudah disosialisusikan apabila lembaga ini benar-benar ingin dikembangkan secara
intensif di Indonesia, Dalam rangka pengembangan ini, kedudukan dan peranan “mediator
tradisional” seperti para ulama dan pemuka adat tentu tidak perlu harus dikesampingkan.

V. KEDUDUKAN DAN PERANAN UNIVERSITAS TARUVMIANAGARA

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki pola ilmiab pokok ekologi
perkotaan, Universitas Tarumanagara memiliki potensi yang besar dan strategis untuk
mengembangkan dirinya sebagai penyelenggara mediasi, terutama untuk sengketa
lingkungan yang relevan dengan pola ilmiab pokok yang telah dipilih tersebut. Ada
beberapa faktor pendukung yang memungkinkan gagasan ini diwujudkan.

Pertama, kedudukan perguruan tinggi pada sebagiun besar masyarakat Indonesia
berada pada wilayah yang netral dan memiliki otoritas tinggi. Kalaupun harus memibak,
maka komitmen keberpihakannya adalab kepada kepentingan masyarakat luas secara
keselurubannya, Posisi demikian menempatkan Universitas Tarumanagara sebagai salah
satu perguruan tinggi terkemuka, dapat lebib diterima oleh para pibak yang bersengketa.
Selain itu, kedudukan Universitas Tarumanagara sebagai perguruan tinggi swasta juga lebib
independen, dibandingkan misalnya dengan perguruan tinggi negeri. Independenst ini
sangat penting, terutama jika sengketa yang terjadi melibatkan pemerintab atau negara
sebagai salah satu pihaknya,

Kedua, Universitas Tarumangara memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk
berperan scbagai mediator sengketa di bidang ekologi perkotaan, Seperti telah disinggung
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ini tentu tidak mudah dipenuhi alch scorang ME

i disiplin yang relevan dengan sengketa yang dihadapinya sebelum dan selamy
rrdk '

masikan dd
proses mediasi berlangsung.
ada, Universitus Tarumanagara dapat membentuk utyy

snpan fasilitas yang . .
Peng ada guna memungkinkan kerja sama

apunakan lembaga koordinasi yang telah |
'mt'u'di\'i[;iin itu. Kerja sama semua disiplin ilmu yang bernaung di berbagai fakultas dan

program studi di universitas ini akan mampu membentuk sinergi yang andal dalam

menangani semua sengketa yang diajukan masyarakat. Walaupun yang tampil sebagai
p sengketa, misalnya, hanya satu orang, masukun yang ia dapatkan

menday

mediator pada setia ,
dari berbagai disiplin ilmu tersebut akan sangat membantu pekerjaannya.

Dari pengalaman selama tiga puluh tahun penerapan lembaga alternatif penyelesaian
sengketa di Amerika Serikat, sengketa yang dibawa ke mediasi memang pada umumnya
berkaitan dengan masalah-masalah ckologi perkotauan. Keadaan yang sama dapat
diasumsikan akan terjadi pula di sini, Artinya, langkuh yang ditempuh oleh Universitas
Tarumanagara dengan pembentukan lembaga medigsi tersebut dapat dikatakan s;bag.rai
langkah antisipatif yang memang dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan,

Sebagai perbandingan dengan keadaan di Amerika Serikat, Deborah R. Hensler
menyebutkan beberapa contoh sengketa yang banyak dibawa ke lembaga mediasi,” yaitu
sengketa bisnis atau perdagangan (materi sengketa yang banyak bersinggungan dengan
disiplin ekonomi dan hukum), sengketa buruh dan majikan (disiplin hukum), malpraktik
oleh dokter (disiplin kedokteran dan hukum).

Khusus untuk kondisi di Jakarta, sengketa pertanahan, pemukiman, dan pencemaran
lingkungan termasuk sengketa yang cukup tinggi intensitasnya. Sengketa-sengketa tersebut
berhubungan erat dengan disiplin hukum, psikologi, teknik, kedokteran, dan ekonomi.
Bahkan tidak tertutup kemungkinan, apabila terjadi sengketa di bidang merek, hak cipta,

- atau desain industri, sengketa tersebut memerlukan pula masukan dari disiplin sent rupa

dan desain.

Memang harus diakui, bahwa sekalipnn untuk menjadi mediator tiduk harus seorang

? Deborali R. Hensler, “Science in the Court: Is There 4 Rule for Allcmative Dispule Resolulion?” Law
and Contemporary Problems, Vol, 54, No. 3, him. 179,
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